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Sistem Peradilan yang adil merupakan salah satu indikator terbangunnya
masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang
adil, warga negara tidak terpenuhi haknya di hadapan hukum, sebagaimana telah
ditetapkan dalam konstitusi. Tujuan utama dibentuknya sistem peradilan pidana
adalah untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang dapat mengganggu dan
mengancam ketertiban umum serta rasa aman masyarakat, selain itu sistem
peradilan pidana juga merupakan usaha masyarakat untuk mengendalikan
terjadinya kejahatan agar tetap berada pada batas-batas toleransi yang dapat
diterima Dalam praktek penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia saat ini,
kenyataan yang dihadapi adalah banyaknya perkara-perkara pidana yang
sebenarnya “tidak layak” untuk diajukan ke pengadilan. Peradilan pidana Indonesia
seringkali mengalami penumpukan perkara atau over capacity, akibat banyaknya
perkara pidana yang masuk dalam proses peradilan. Mahkamah Agung telah
mendaftarkan 7.447 perkara pada periode triwulan pertama tahun 2023. Perkara

tersebut terdiri atas perkara kasasi sebanyak 5.089 perkara, peninjauan kembali



sebanyak 2.323 perkara, permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang (HUM) sebanyak 21 perkara dan permohonan grasi
sebanyak 14 perkara. Salah satu alternatif upaya yang bisa dilakukan untuk
meningkatkan efektifitas pelaksanaan peradilan pidana adalah merancang sistem
penyelesaian perkara pidana yang efektif, khususnya sistem pembuktian perkara
pidana yang efektif, berkeadilan, dan berkepastian hukum. Sudah saatnya sistem
peradilan pidana di Indonesia mengadopsi model Plea Bargaining System
sebagaimana yang diterapkan dalam praktek peradilan pidana di negara-negara

common law, khususnya Amerika

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah adalah untuk mengetahui apa hal yang
menjadi urgensi penambahan plea bargaining dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia dan untuk mengetahui bentuk pengaturan dari plea bargaining saat

ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan
memperoleh dan mengumpukan bahan hukum dengan cara menganalisa bahan-

bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan di bahas.

Hasil penelitian ini di ketahui bahwa:

1. Hal yang menjadi urgensi penambahan plea bargaining dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia adalah penumpukannya perkara pidana di
pengadilan, maka dengan adanya plea bargaining dapat mengurangi
penumpukan pidana tersebut dengan pengadilan cepat. Urgensi lain

pengadilan pidana di Indonesia memakan banyak waktu dari pengadilan

Xi



tingkat pertama, banding, hingga kasasi membutuhkan waktu setidaknya
490 hari, dengan adanya plea bargaining dapat memangkas waktu
pengadilan tersebut menjadi lebih singkat dengan pengadilan cepat. Urgensi
lainnya yaitu banyaknya pengeluaran biaya dengan dilaksanakannya
pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dengan adanya plea
bargaining dapat mengurangi biaya pengadilan karena hanya menggunakan
pengadilan cepat.

. Bentuk pengaturan dari plea bargaining saat ditambahkan dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia terdapat perbedaan dengan plea bargaining di
Amerika Serikat, Pengaturannya terdapat dalam pasal 199 RUU KUHP.
Secara sederhana ketentuan Pasal 199 RUU KUHAP menyebutkan apabila
terdakwa mengakui perbuatannya dengan ancaman pidana yang
didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun maka akan dilimpahkan ke
pemeriksaan perkara acara singkat. Hakim dapat juga menolak pengakuan
terdakwa jika hakim merasa ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa.
Dalam perkara tersebut yang telah dilimpahkan ke pemeriksaan acara
singkat hanya akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh hakim tunggal serta
terdakwa hanya akan dijatuhi pidana tidak lebih dari 2/3 dari ancaman
maksimum hukuman yang didakwakan kepadanya. Adapun ketentuan Pasal
199 ayat (5) yang mengecualikan Pasal 198 ayat (5) adalah sebuah
ketentuan pengecualian perbuatan pidana yang ancaman pidananya paling
lama 3 (tiga) tahun yang disidangkan dengan acara pemeriksaan singkat,

hukuman pidananya tidak boleh lebih dari 3 (tiga) tahun.
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi penambahan plea bargaining dalam
sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk pengaturan plea
bargaining saat ditambahkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian
ini menggunakan metode penelitan hukum normatif, yang bersumber dari 3 bahan
hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian
skripsi ini yaitu: Pertama, Hal yang menjadi urgensi adalah penumpukannya
perkara pidana di pengadilan, plea bargaining dapat mengurangi permasalahan
tersebut dengan pengadilan cepat. Urgensi lain pengadilan pidana di Indonesia
memakan banyak waktu setidaknya 490 hari dari pengadilan tingkat pertama,
banding, hingga kasasi, plea bargaining dapat memangkas waktu menjadi singkat
dengan pengadilan cepat. Banyaknya pengeluaran biaya dengan dilaksanakannya
pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, plea bargaining dapat mengurangi
biaya pengadilan karena hanya menggunakan pengadilan cepat. Kedua,
Pengaturannya terdapat dalam pasal 199 RUU KUHP, ketentuan Pasal 199 RUU
KUHAP menyebutkan apabila terdakwa mengakui perbuatannya dengan ancaman
pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun maka akan dilimpahkan ke
pemeriksaan perkara acara singkat. Hakim dapat juga menolak pengakuan terdakwa
jika hakim merasa ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa. Dalam perkara
yang telah dilimpahkan ke pemeriksaan acara singkat hanya akan diperiksa, diadili,
dan diputus oleh hakim tunggal serta terdakwa hanya akan dijatuhi pidana tidak
lebih dari 2/3 dari ancaman maksimum hukuman yang didakwakan kepadanya.
Adapun ketentuan Pasal 199 ayat (5) yang mengecualikan Pasal 198 ayat (5) adalah
ketentuan pengecualian perbuatan pidana yang ancaman pidananya paling lama 3
tahun yang disidangkan dengan acara pemeriksaan singkat, hukuman pidananya
tidak boleh lebih dari 3 tahun.

kata kunci: sistem peradilan, kekuasaan kehakiman, plea bargaining.
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